BUPATI KUDUS

KIPUTUSAN BUPATI Kunus
NOMOR 15 TAFUN 2000
TENTANG

PETUNIUK PELAIS ANAAN PERATURAN DAERAL KABUPATEN KUDUS
NOMOR 9 TAHUN 2000 1N TANG SUMBIIR PENDAPATAN DESA

Menimbang

BUPATI KUDUS,

a bahwa untuk lebi memperlancar pelaksanaan Peraturan Dacrah Kabupaten

Kudus Nomor 9 Tl 2000 tentang Sunber Pendapatan Desa dipancng

perTu wenyusun petupuk pelaksanannya ;

b. buhwa sehubungan dengan muksud tersebut hurut' s diatos,

dalam Eeputugan Bupati -

perlu ditelapkan

Mengingal

L

3

Undang-undang Nomor 13 Talwn 1650 tentang Pembentukan Daerali-
daeral Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengal ;

Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daeral,
(Lembaran Negara ‘Tahun 1999 Nomor 60 Tambahan Lembaran Negara
Nomor 3839); :

Undang-undang Nomor 25 Talun 1999 lentang Perimbangay Keuangu)
Antara Pemerintah Pugat dan Daeral (Lembaran Negara Tahun 1999
Nomor 72, Tambahan Lembarun Negara Nomor 3848)

Peraturan Pemerintali Nomor 25 Talun 2000 tenlang - Kewenangan
Pemerintah dan Pemerintaly Propmsi dalam Daeraly Otonom (Lembaran

Negara Tahun 2000 Nomor 34, Tambahan Lembaran Negara Nowor
3952);

Peruturan  Menleri  Dalam Negeri  Nomor 4 Tahun 1999 tentang
Pencabutan Beberapa Peraturay Menteri  Dalam Negeri, Keputusan
Menteri Dalam Negeri dap Instruksi Menteri Dalam Negeri Mengenai

Pelaksanuan Undang-unding  Nomor S Tahun 1979 lentang,
Pemerintalian Degy -

Keputigan Menteri Dalam Negeri: Nomor 6 Tahum 1999 tentang

Prosedur Penctapan Produk-produk Thukum dj Linglungan Departemen
Dakam Negert |

eputusan - Menteri Dalun Negeri: Nomor 64 “Tahun 1999 tentang,
Pedoman U Pengaturan Mengenai Desu;

/8. Peraturan ... ...



Menetapkan

8 Peratwun Dagraly Babupaten Kudus Nomor 9 Tulun 2000 tentang

Sumber Pendapatan Dexa (Lembaran Daerali Talun 2000 Nomor 15.
Tambahan Lembaruy Daerali Nomor 8),

9 Peratwan Daeraly Eabupaten Kudus Nomor 10 lahun 2000 tentang
Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belunja Desa (Lembaran Daeral
Tahwn 2000 Nomor 16, Twmbahan Lembaran Daerah Nomor 9)

MEMUTUSKAN

REPUTUSAN  BOPATL  gypus TENTANG  PETUNIUE
PULAKSANAAN - PERATURAN  pAsialL KABUPATEN  KUDUS
NOMOR 9 TAIUN 2000 TN TANG SUMBTR PENDAPATAN DESA

BADB [
KETENTUAN UMUM

Pagal |

Dalam Keputusan yung dinsksug dengan :
& Bupah adalal Bupat Fudus,

b Camat adalah Kepala Kecamatan yang merupakan Perangkat Dacraly;

€ Desa adalah kesatuan masyarakat hukun yang wemiliki kewenangin
untuk  mengatur  dan menguius  kepentingan  masyarakat selempal
berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dajam
sistem pemerintahan Nasional dan berada i Dacral Fabupaten;

& Pemermtahan Desu adalul kegiatan  pemerintaliay yaug,
dilaksanakan oleh Pemerintah Desa dan Badiin Perwakilan Desa,

¢ Pemerintah Desa adalul, Kepala Dega dun Perangkat Desa;

£ Aparal Pemerintaian Desa adalal Aparat Pemerintah Desa dap BPD;

& Pemerintah adalah Pemerintaly Pusa;

b Pemerintah Propinsi adalal Pemerintah Propinsi Jawa Tengah;

L Pemerinlah Kabupaten adalal Pemerintaly Kabupalen Kudus;

1 Badan  Perwalilan  Degy yang - selanjuinya disingkat BPp adalal
Badan Perwakila, yang ferding atas pennka-pemuka masyarakal yaug
ada di Desa yang berfungsi mengayomi adat istiadat, dan membuat
Peraluran Desa, menampung dan menyalurkag aspirasi masyarakal,

serta melakukan pengawnsan terhalap peayelenggaraan pemerintahay
desa;

/& Pungutan .........



k Progtins Desn sk regalin pungulan bk beropa uang manpun
bendi dan st brsg ymrg hlakuksu Pemerintal Desa, berdasarkan
pettimbaungan kenmnpum gocinl ekonomn nasynruknt dj Desa, yang
hitetaphan melafn Peruturun Dogn dalam  rangka  peningkatan

penyelenggm san pemerintalian, pembungwean — din  pembinam
kenmusyu abatan (J; Desy,

b Golong Royong adulah bentuk kerjasama yang spontan dan sudals
melembnga gerty mengandimg ungur-ungyy tmbal balik yang bersifat
suboweln antaury Watgn Desn duy il Wanrga Den dengin Pemerintal:
Desa untuk Wemenuhi— kebufulyy, yang msudentil  mampu

berkelangsungan dlalan, rangkin meningkatkan kesejahteraan bersama
baik materi;| maupun spirityil;

m Pasar Desa adglq), Pasur yang secara historis dan tradisional dibangu
diatas tanaly kag desa dan merupakan milik desq;

o Tl Kag Desa adalal

wah milik Desa dapat berupa bengkok dan
bondo Desa yang hagilny;

tmenjadi Sumber Pendapatan Desa;

0. Mulasi Tanal, Kas Deg

A adalah proses pelimpahan dan penyeralian
kepemililin hak agys Tan

ah Kas Desa kepada Piluk lain,

BAB I
SUMBER PENDAPATAN DESA

Pasal 2

Sumber Pendapatan Desa terdiri dari -
a. Pendapatan asli Desa, meliputi ;
1) hasil usaha Desa;
2) hasil Kekayaan Desa;
3) hasil Swadaya dan parsitipasi;
4) lasil Golong-royong,
) lain-lain pendapatan asli Desy yang sal;

b. bantvan dan sumbangan dari Pemerintah kabupaten yang meliputj ;
1) bagian dari perolchan Pajak dan Refribysi Daeraly;

2) bagian dari dana perimbangan keu:mgan Pusat dan Daerah yang
diterima oleh Pemerintah Kabupaten; )

c. bantuan dari pemerintah dan P
d. sumbangan dari Pilak ketiga;
¢, pinjaman Desy,

emerintah Propinsi;

Pasal 3

(1) Sumber-sumber pendapatan

Desa  sebagaimany dimaksud Pasal 2
Keputusan ini diatur ¢Jug dituan

gkan lebih lanjut dalam Peraturan Desa,

/(2) Peraturan .......
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: PeY aps iri dari
(2) Peraturan Desa sebLagnunnann dimaksud ayat (1) Pasal an, dapat terdiri ¢
bLeberapa Peraturan Desa, :utara laim tentang -

a. Pelelaugan Tanuht Boundo Desa dan DBengkok Perangkal Desa yuang
kosong,

L. Pelimpahan kekayaan
kepada Pihak lain;

<. Pelimpahan din penyerahinn Tanah
(Mutazi Tunah FKas Desa);

. Pungutan Desa ;

v. Kerjusama dengan Pihalk ketiga,

I Pendirian Badan Usaha Milik Desag

& dan Peratinan Denn )

Deva yung bukan berupn 1Immanh Kaa Desn

Has Desa kepada pihak lamn

amnya sesuai dengun kebutuhan Desa.

(3) Peraturan Desa scbaguimana  dimaksud ayat (1) Pasal
berpedoman pada Peratur

int, tetap
2000 tentang Swmber Pend

an Daerah Kabupaten Kudus Nomor 9 Tahun
apatan Desa Lerikut Petunjuk Pelaksanaannya.

BATS 111
SUMBER PENDAPA TAN DESA YANG TELAITDIKELOLA
PEMUERINTALL ISABUPATION

Pasal 4
(1) Sumber Pendapatan Desa yang telah dikelola oleh Pemerintahh Kabupaten

pembagian hasilnya akan diatur Lerdasarkan perjanjian kerjaswna antara
Pemerintah Desa dengun Pemerintah Ilabupaten,

(2) Sumber Pendapatan Desa sebagaimana dimaksud ayat (1) Keputusan ini
antara lain bLerupa Pasm Desa dan Tanah-tanah ¥las Desa yang dapat
dimanfaatkan  oleh Pemerintah Fabupaten sebagai Sumber Pendapatan
Daerah.

DA IV
PASAR DIESA

Bagian Pertanx
Penagian Ilasil Pendapatan Pasar Desa

yang dikendbrangkan Pemerintah Iabupaten

Pasal 5
Pembagian  hasil pendapatan dari Pasinr Desa akan diberikan
Pemerintah Desa yang bersanglatan setinp  tahunnya
pada perjanjian kerjusmma sebiugaimuna dimaksud
o1,

kepada
dengan  berpedoman
ayat (1) Pasal 4 Keputusan

/Bagian ........



Pagian hedha
Pendentukan Pasar Desa

Pasal 6
(1) Sesuai dengin— perkembangan penyelenggaruan pemerintahan dun
pelaksanaan permbungyn, pada setiap Dega dapat dibenluk Pasar Desa,

(2) Beberapn Desa dopat

membangun gty pagar melolui kerjasama antar
Desn sesuni de

i petnturin Perundang-undungan yang berluku,
Pasal 7

Baaya penbangunan Pogyy Dein dapul diperolel duri -
1. swadayn dan pay Lisipasi masyarakot Doy,

), Angginm Pendapatan dag Boluyu Doy,

¢, bt dant Pepyey intah, Pemerintal, P
A bantwan yaug sal dun tidduk mengikut,

& Pihk ketiga berdagankan perjmjian kerjayama,

—

roping alwu Pemerital Kabupaten;

.

Bagian Ketiga
Tujuan Pepbentulean Pasar Desa

Pagal 8

Twpwan dibentuknya Pasar Desa adalals sebagai sarana untuk ;

a memasarkan hasil produksi, _

b. mendorong masyarakat Desa ngar mampn berproduksi dan mengolal)
hasil produksi Desn;

¢ menciptakan lapangan kerya;

d. meningkatkan pendaputan ash Desa

¢. mendorong kehidupan perekonomizn Desa;

I= mendorong kehidupan Lembaga Perkreditan Dega dan Koperagi Desa,

BABY
BANTUAN DAN SUMBANGAN DARI PEMERINTAH KABUPA'TEN

Pasul 9

(1) Pemerintah  Kabupaten dapat memberikan bantuan dan sumbangan yang
berasal dari :

a. bagian perolehan Pajak dan Relribugi Daeraly;

b bagian dari duna perimbangan kewangan Pugat dan Daergh yang

diterima olel Pemerimtaly Fabupaten;

(2) Besarnya bantuan dan sumbangan sebagaimama tersebut ayat (1) Pasal i
akan diberitalukan  kepada masing-maging  Desa  melalui petunjuk

penyusunan Anggaran Pendapalan dan Belanja Desa dalam setiap awal
tahun anggaran,

/BABVI...... w3



BAB VI
PEDOMAN PELIMPAHAN DAN PENYFRAHAN PENGELOLAAN
KEKAYAAN DUSA KIPADA Pl IAKLAIN

Baglan Pertany
U

Pasal 10

Pengaturme pelimpaan penye

b pengelolan kekauyann desa kepada
Palak Lun chitetipkan dnlm I '

crluran Degy

Pl |

Setinp tejudy Pelaksmnnm pe
desa kepada pihyk b clite
mendapud perselujuan BP).

Limpsthan: dan penyerahan pengelolann kekayann
tapkan dongan 1eputusan Kepala Dosa setelals

Pusal 12

Peratian Degy sebugnimony dimnkeud P
hal vebagui berkut -

N Latacara pimpahan dwy penye
b. persyaatan;

¢ pengelolaan hasilnya;

d. batax waktu penyerahan pengelolaan,
©. ketentuan-ketentumn umum lainnys,

asul 10 WKeputanan i memuat lial-

valun pengelolnan,

Pasal 13

Twuan pelimpahan dan penyeralian pengelolaan kek
lain hendaknya dilaksaiakan al
pendapatan Desa,

ayaan Desa kepadda pihak
am kerangka kebijakan untuk meningkatka,

Pasal 14

Jems Kekayaan Desy yang dapat dilimpalkan pengelolaanya kepada pihak
lam sebagaimana dimaksud P

asal 10 Keputusan i dapat terdiri darj -
4. Tanah Kas Desa yaug berupa Tanah Bondo Desa dan Taah Bengkok
Perangkal Desa yang kosong;

b. Kekayaan Desq lainnya ying  bukan berupa  tanah
sebagaimana dimaksud huruf a Pasal inj, antara |
1). Pasar Dosa;
2). Bangunan Desa;
3). Obyek rekreqs yang dirng olel, Desa;
4). Penrandian iy, yang diwrug ole), Desa;
5). Lain-lam kekayau milik Dega,

kas Desa
amn meliput; :

MBagian ... ..



agian ledua
Peryerahan Devgelolwm Tl Bomdo Desa
dan Benglole Pernnglat Dosa yang oo

Pusul 1§

Apabile il as Dogy dibutubkon wntak ke

pembanguan, agar divsahakan sedapat mugk
Pengalihan: statug kepemilikan, gk
peagelolamnya kepada ik lin

petluan pederintalian dan
- tidak terjadi pelepagan hak /
et devgan cnrn sewn atay diseralifan

asal 16

(1) Dersyaratug Penyeraln pengelolomn 1, Bondo Desn dan Bengkok

i ‘ . H gt
Perangkal Dogy ymg kosony, kepnda pihak Lain Javun memenuli syarat-
syaat sebagi bey ikl

& ilaknimidgn welali pelolmgan — terbuka khuusnyi  bag

sy kil Do yug ey skl |

b wang il lelungin socarn il g digetorkan di Bank  yang
ditwnjuk o)y Pemerintal Desn— dubwn bentuke Giro Dewa,
Tubungan, duy W Deposito ntas mauna Pemerintal Deua,

Cooguna memudalikay, penyelenggarim  pemerintalian Desa, Bank
yang  ditmyuk dwemliakin — yang  terletak i dekat  Pugal
Cemerintalim Degy:

A hasil dari pelaksanany lolang hurug ditumngkan dalsm Keputugan
Kepala Desa setelul, mendapat persetujuan BPD, '

e pengambilan vang hasil lelang webagmmana dimaksud hurf ¢ ayat
i, dilukukan sesuai kebutubian dalam Anggaran Pendapatan dag
Belanjn Dega, ' ‘

I seliap melukukan penyetoran dan pengimbilan wang lagil lelangan
di Bank, semua bukti penyetoran din pengambilan harug disimpan
oleh Benduharawan Dosa,

(2) Untuk memenuhi persyaratan sebagnimana dimaksug ayat (1) huruf 4
Pasal ini, dalam melaksanakean pelelangan dapat dilaksanakan oleh Baday
Kerjasama Pelelangan Tanah Kas Desa, yang dibentuk dengan Keputusay
Eepala Desa;

(3) Badan Kerjasama sebagaimang dimaksud ayat (2) Pasal ini terdirj g
Pemuka-pemuka masyarakat selempat dily
Desa;

ar
A s Aparat Pemerintahay

(4) Untuk  memperlancar Jalamya ucary lelang,
membual - pengummnan dan - stangay harga e
dalum wakin 7 (tguh) hare gebelum nem le
perselupuan Eepala Desa dan Punpinan e,

Badan Kerjusama huys
lang sekurang-kurangnya
tang dilaksanakan, dengan

(5) Besamya  standar harga lelag ditetapkan sekurang-kurangnya sebesar
harga [elang talun laly aguy sesuai harga lelang selempal.

(6) Pelelangan dapat dilaksanakan i Balai Dega dlau tempat Jain yang
ditunjuk oleh Pemerintaly Dega,

MPasal 17 .........



Panul 17

T ;Do agaimana
Jemx Pehmpadan g penyerahan pengelolam ]lu.mh kaay D}‘*"l') Hl“ilmlél;‘;(lllll'l‘ﬂ;l
dindesnd Pasnl 14 Jypur o Keputisan ini, aotury Jnin dupat digebabke -
penguliinn statuy fngsi peruntukan tunnhnyn

Bagian Ketiga
ngelolnan Iekayam Desa Inlnnya yang bukan berpa
Tunah kas Desy kepada 1ihak lain

Penyerahan e

Insal 18

(1) Persyaratay Penyerahin— pengeloluan Keknyaan — Dega . l‘“"’")’“
sebagaimang dimaksud Pugal 14 huruf' b Feputugan ini, l(t‘pmlﬂ pihak l*‘f”
harus - dliatgy dalun Peraturqy Dega dan harus momenuhi syarat-syarat
sebugan ber ikt ;

& dilaksanaly, melalui perjanginn key Juswna dengan Pibak lain yang
thatur lebin lanjut olely Pemerintal Desa; }

b, mntuk jenig ﬁLkuyunn Desa yang  dupat .(Iimnnfnnlkml "scca'l«ll
temporer dapyf langsung dikelola oleh Pemerintal Desa, Sf‘.‘"'g,](f"
yang masa Sewanyn berjangka puyang harus dengan pelse:’llumlu':
BPD,  dan pelaksanaannya dituanglan dalam Keputusan Kepala
Desu )

C. uang hasil gews Secara ulub haus disctorkan di Ban D)’““S
ditunjuk  oleh  Pemeriyal Desa  dalam  bentuk QITO e,
Tabungau, dan atay Deposito atas nama Pemerintah Pesa, o Bui

d. gua  memudahka penyelenggarun l“’""'"‘f“l"'li',“’ dol%?, . df'l
_\-rmn‘g ditunjuk  diusuhakan yang lerletak  di  dekq usi
*emerintahan Degy:

e lln;i‘l:li]lmcil::-i lpor;inu_iinn kerjasama (letl_gaan: Pihak lain dilumlgkmx dalam
Petjanjian Kerjasama antara Pemerintaly Degg dengan Pihak kedua,
untuk selanjutnya ditetapkan dalam Kepulusay Kepala Desy selelal
mendapat persetujuan BPD;

£ pengambilan nang hasil gewy sebugaimang dimaksud huruf ¢ ayat
i, dilakukan sesugi kebutuhan dalam Aunggaran Pendapatan dun
Belanja Desy:

8 setiap melakukan Penyetoran dup pengambila, uang hasil sew
Bank, semua buk(j penyetoran (
oleh Bendaharawan Desa,

adi
- pengambilan g disimpan

(2) Untuk memenuhj Persyaratan sebagaiinaya dimaksug ayat (1) huruf

Pasal inj, khususnyz bagi Persewaan untyk Jangka panjang, dalan

melaksanakay perjanjian dapat dibungy olel Baday Kerjasamy Pengelola

Kekayaan Degy, yang dibentyl; (lengnn Keputugay Kepala Degy,

(3) Badu Ketjasama gely
Pemuka-penpk
Desa;

againag dimaksu ayat (2) Pas

al ini terdiri dar
@ masyarakat selempal (ily

A unsur Aparat Pemerintaljug

“ Besumya stundy harga sewy ditetapkin g

lulr:mg-lmrangnyu sebesar
harga sewa Periode sebe

Iy atay hargn sews selempat,

MPasal 19 ...




Pasal 19

Hal-hal Yebil Janjut nengenar wiekwnsuie, peraturan tata tertil lolang, Honor
Badan Ferjasmmn Lelang atan Badan Ferjusmma Pelelungan Kekayaan Desa,
dan sebagmnyan clapat dustur Lebih Lnjnt olely Pemerintals Desa dan BPD yung
hisilnyu ditiangkean dalaun bentuk Peraturan Desi

DADB V1l
PIDOMAN PELIVMIPALAN DAN PENYERAHAN TANAH KAS DESA
NEPADA PPH LA LAIN
(MUTTAST TANALL KAS DESA)

Bagian Pertann
Tujuan dan Arah Icbhijakan

Pasal 20

Setiap pelimpahan dan penyerahan tanah kas Desa kepada Pihak Jain (Mutasi
Tanah Kas Desa) hendaknya dilaksanakan dalam kerangka kebijakan sebagai
upaya memperkuat Pemerintahan Desa khususnya dalam usaha meningkatican
/ menggali  sumber Pendapatan Desa  dan sekurang-kuranguya menjamin
kelestarian sumber pendapatan Desa yang ada.

Pasal 21

(1) Tanali Kas Desa sebagaimana dimuksud Ieputusan ini '(hlﬂr:mg untuk
dilimpahkan atau diseralikan kepada pihale lain, kecuali diperlulan untuk

kepentingan wmum dan proyek-proyek pembangunan.

(2) Pengertiun diperlukan untuk kepentingan v dan proyek pembangunan
sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini dapat t?el_upn H )
a. Untuk pembangunan prasa-ana pendidikan, sosial budaya dan
keagamaan;
b, Untuk pembangunan prasarana Kesehatan;
Untuk pembangunan prasacana Pemerintahag Desu/Kelurahan:

c.
4. Untuk pembangunan prasarana Kauntor/Instansi Pemorintah;
¢ Untuk pembangunan prasarana Perhubungan;

11 Untuk pembuangunan prasarana Perekonomian;

g Untuk pembangunan prasarana Produksi;

h. Untuk lokasi Perumahan mural (Perwmnnas);

1. Untuk pembangunan prasarana urmnum lainnya;

(3) Apabila pengalihan status kepemilikan tidak dapat dihindarkan, maka
harus  dinpayakan mencari tanah lain sebagai pengganti tanah yang
dilepas.

Pasal 22
Pengaturan Tanah Kas Desa vang di[impéhk;m atau diserahkan kepada Pihak

lain diatur lebil lanjut dengan Peratuman IDesa tenlang Pedonmxmn Mutasi
Tanah Iis Desa "

/Bagiaun ..........
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Bagian Kedua
Jewuis Mitasi Unnah Ias Desa

Pasal 23

Jems-jents Mutasi Tanali Fas Desa antaura lain
. Mutasi tanal kas desa karena jual [cp:l:;
b, Mutasi tanah kas desu dengan ganti 1ugt,
¢ Mutasi tanah kas desa dengan tukar menukar

Bagian letiga
Pedonzm Pemyusunan Peraturan Desa
tentang Mhatasi Tanah Iss Desa

Pasal 24

f a Pihak  lan
froes spada Pilia
(1) Pebmpaban dan penyershan tanah kas  desa . l’:\l’l‘ m.1,o Y
scbagaimuna  dimaksud  Pasal 20 Keputusan  ini harus
perayaratan :

‘ L anah yang dilepas;
A ganle vogr tanuhe paling sedikil sentlai dengun t"'{'"']:c);r‘lb‘:;’“ el bl
. i : uk I
b, penggantian berupa uang yang digunakan Hlll‘ g o
yang luasnya paling sedikit senili dengan tanah yang
c. mendapal pertimbangan tertulis dari Bupali.

- ali agaimana dimaksud
(2) Pertunbangan tertulis yang diberikan oleh I}[llp'l“';"sn:b;%[:;n:ljilben[“k i
al iui aswrkan atas saran darn T :
ayat (1) Pasal im didasw
Bupati.

Pasal 25

1 1 < 1 3., M e
(1) Dalwu pencarisn tanah pengganti harus ditangani oleh Panitin Mutasi
"Tanah I<as Desa

(2) Panilin sebaguimana dimaksud ayat (1) pasal ini dibentuk oleh Kepala
Desa dengan Keputusan Kepala Dega

(3) Pamtia sebagaimana  dimaksud  dapat  terdisi  dari

Pemuka-pemuka
masyarakat Desa setempat, diluar unsur Aparal Pemerintaly

an Desa ;

(4) Pamitia gebagaimana  dimaksud ayal (1) Pasal iui bertugas membantu

Kepala  Desa untuk  melakukan tnusyawarah  dengan  Pihak yang
mwembutuhkan tanal, dalam hal penentuan harga dan pencarian tanah
pengeanti.

Pasal 26

Pertimbangan dalwn mencari Tanal Pengganti, mehiputs ;
a. Lokast tanah pengpanti - dinsahakan berada  di wilayah  administrasi

Pemerintah Desa  dan apabila  Lidak menungkinkan, dapat berada  di

wilayah Desa latimya  dalaun satu Flecamatin atau i hoar Kecaunatun
dalam satu Kabupaten:

L. Lokasi tanah pengganti agar wadah dijangkan atan dikerjakan oleh Desa:

fesTinglkat oL



<

d

<.

<)

(-1) IDaldzuan

Ussaszhaat

kesubunm
Doz,

hizuns lebaly Lk schingsza Lenar-benar termannfant b>agl

Untule moenoentulkan
diprertunbangegkan
clzun satzamn Letadansy s

scnilal zatznaa tidaknyn tzanah pongsyanti cdapat
dari unsur luns tanah, kelas, tinghkat produlktifitas, hnrgn,
MNilai ananfmat yang dapat diznabil olehh Pemerintah IDesa dan rmasyiari ijl:
scetempat. darri pelepasan tzmah atan peruntulkan pombangunan clintnis tans
yvang alkan dilepas tersebuat

E3zagzizann Isa~cxxmgrast
IMroscdur Matasi [zuach I$hs IDesa

rasal 27
ScbLelumn
tecanbruat
1Dy

o - o - s 133z Dexa haras
e ladkesiuianlkaur Nlutaasa aurals Foias TDes=a, =sctiap >
PPoeramtanzun IDesa

tentang FPodoimman U Mutasi T'anal: Kas

N g e asal ini telah
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(6) Berdasarkan permintaan Pimpinm BI?D sol{sgaiman
() Pasal ini, Bupati akan memnumjuk Instans terkait.

BAB IX

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 29

Hal-hal yang belum diutur dalam Keputusan Bupatl 1,

lanjut dalam Petimjul Teknis.

Pasal 30
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Daerah Kabupaten Kudus.
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